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itu diharapkan untuk tidak hanya memberikan
penghukuman  kepada pelaku kejahatan
Keywords: Restitusi, Korban, kekerasan seksual namun juga memberikan
Kekerasan Seksual adanya suatu jaminan atas perlindungan kepada
korban dan kepastian hukum karena dalam hal
ini bagi korban tidak hanya cukup untuk
pemidanaan pelaku. Permasalahan dalam tesis
ini, mengenai aturan pelaksana Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dalam pemberian restitusi
terhadap korban kekerasan seksual dan
penerapan hukum dalam pemberian restitusi
terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan
Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar. Tesis
ini, menggunakan metode penelitian hukum
normatif (kepustakaan) dengan analisis secara
kualitatif terhadap data sekunder untuk
mendapatkan  kesimpulan tentang aturan
pelaksana UU No. 12/2022 terhadap korban
kekerasan seksual masih  belum efektif
memberikan  perlindungan  bagi  korban
kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya
aturan kuat yang memaksa pelaku apabila tidak
dapat membayarkan restitusi dan harus
memenuhi syarat administrasi yang cukup
memberatkan  korban  kekerasan  seksual.
Penerapan hukum dalam pemberian restitusi
terhadap korban kekerasan seksual pada
Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar tidak
diterapkan oleh aparat penegak hukum dan
korban tidak mengajukan restitusi dikarenakan
dalam Pasal 12 UU No. 12/2022 ancaman
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pidana hanya penjara dan denda. Akibatnya
penerapan UU No. 12/2022tidak memberikan
kepastian hukum bagi pihak korban dalam hal
pemberian restitusi. Selain itu, Pihak korban
kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan
atas haknya mendapatkan restitusi yang diatur
dalam undang-undang. Pihak korban kekerasan
seksual dapat mengajukan permohonan restitusi
setelah putusan pengadilan dengan memenuhi
persyaratan dan mekanisme sebagaimana
ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
Restitusi dan Kompensasi.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak atas hak dalam mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari
kekerasan dan bebas dari adanya penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat
manusia. Hal tersebut merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menerangkan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Namun hal tersebut masih belum dapat dipenuhi dengan masih maraknya kasus kejahatan
yang terjadi di Indonesia. Menurut Arif Gosita, kejahatan kekerasan adalah tindakan-tindakan yang
melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk
kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan
sosial.

Salah satu kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual baik berupa
kekerasan fisik maupun kekerasaan secara verbal. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan
atau tindakan yang bertentangan dengan nilai keTuhanan dan kemanusian, serta perbuatan yang
dapat menggangu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Kekerasan tersebut pun sering terjadi
dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup relasi personal, relasi kerja, public dan situasi khusus
lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menimbulkan dampak yang besar kepada
korban seperti penderitaan secara fisik, mental, kesehatan, ekonomi dan termasuk sosial hingga
politik.

Dalam hal kekerasan seksual korban terbesar atau yang paling banyak mengalami adalah
wanita, dan pelaku tak jarang justru adalah orang terdekat dari korban bahkan termasuk pasangan
dari si korban. Catatan lainnya menurut Komnas Perempuan terdapat banyaknya kasus-kasus
kekerasan seksual yang cara penyelesaiannya melalui jalur non hukum yang dengan cara tersebut
tidak memberikan solusi yang tepat dikarenakan permintaan yang sebenarnya dibutuhkan oleh
pihak korban dalam hal penanganan kasus yang terjadi adalah permintaan untuk mendapat
pemenuhan hak-hak korban, bantuan hukum, bantuan secara psikis, bantuan medis dan restitusi
bagi korban.

Maka dari itu diperlukannya langkah yang lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan
peraturan lebih lanjut tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dapat memberikan landasan
hukum baik berupa materil maupun formil yang dapat menjamin adanya kepastian hukum di
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Masyarakat. Hal tersebut pun ditanggapi oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
yang disambut dengan sukacita oleh Komnas Perempuan dengan adanya pengesahan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dilakukan pada Rapat Paripurna DPR
pada tanggal 12 April 2022.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
merupakan suatu upaya pembaharuan hukum serta diharapkan dapat mengatasi adanya
permasalahan dalam perlindungan hukum baik kepada perempuan dan anak dalam perkara tindak
pidana kekerasan seksual. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

1.  Mencegah segala bentuk kekerasan seksual:

2 Menangani, melindungi, dan memulihkan korban:

3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4.  Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;dan

5 Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual diharapkan menjadi perlengkapan akan aturan hukum yang sudah ada dengan tujuan
sebagai pemberian perlindungan yang terbaik dan maksimal terhadap korban kekerasan seksual
mengingat masih kurangnya dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban termasuk
dalam proses di penyidikan, penuntutan dan persidangan yang hal tersebut tidak sesuai dengan
Pasal 2 huruf F dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual mengenai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan
pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan
menjadi undang-undang yang memperhatikan kepastian hukum yang jelas dan terarah bagi korban,
pelaku serta bagi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual.
Dikarenakan kasus kekerasan seksual yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan dan perlindungan
yang aman bagi korban. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual juga diharapkan menjadi langkah awal bagi para korban untuk memperjuangkan keadilan
yang berhak didapatkan dan tidak lagi adanya ketakutan atau halangan dalam hal mengajukan
laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialami korban kepada penegak hukum yaitu pihak
kepolisian. Serta korban dapat menjelaskan kejadian yang dialami tanpa adanya rasa diskriminasi
dan tekanan secara psikologis.

Merujuk kepada adanya Catatan Komnas Perempuan akan melonjaknya kasus kekerasan
seksual yang tak kunjung selesai bahkan sudah sampai kepada kondisi yang darurat mendorong
pemerintah untuk segera melakukan langkah pencegahan serta penindakkan lebih lanjut terhadap
pelaku kejahatan kekerasan dan pemberian perlindungan terhadap korban sebagai perwujudan dari
adanya jaminan akan kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Bahkan dengan adanya
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual memiliki lingkup yang
terbatas dan belum mampu memberikan kepastian hukum di masyarakat terlebih dari segi penegak
hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan atas perkara
kekerasan seksual yang juga masih belum memperhatikan terkait hak korban dan justru mengarah
kepada menyalahkan korban, hal tersebut pun disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yang
mengenalkan persepektif viktimologi agar dalam sistem peradilan pidana mengakomodasi akan
kepentingan korban yang lebih seimbang. Pernyataannya pun memberikan penjelasan bahwa
penderitaan korban kerap terlupakan karena hukum pidana terlalu fokus menghukum pelaku
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Fakta hukum berdasarkan ketiga putusan tersebut menjelaskan bahwa terhadap korban
kekerasan seksual tidak mendapatkan restitusi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maka, dari uraian latar
belakang permasalahan yang terjadi diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan kepastian hukum bagi korban
dan juga pelaku dalam menindaklanjuti kekerasan seksual dan bagi pemerintah dalam memberikan
asas kepastian akan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual yang dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, maka dengan ini
penulis akan membahas dalam penelitian ini mengenai “Kepastian Hukum Penerapan Restitusi
Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Secara normatif, restitusi
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 30 (1) disebutkan bahwa
korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan. Pasal 1 angka 20 mendefinisikan
restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga
berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian
materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur
mengenai bentuk-bentuk hak restitusi apa saja yang berhak didapatkan oleh korban, yaitu pada
Pasal 30 (2) disebutkan bentuk-bentuk dari restitusinya adalah: 1) Ganti kerugian atas kehilangan
kekayaan atau penghasilan; 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan
langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; 3) Penggantian biaya perawatan medis
dan/atau psikologis; dan/atau 4) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai
akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Korban (victim) dalam Crime Dictionary adalah seseorang yang mendapat penderitaan fisik
maupun mental, kerugian harta benda atau yang berakibat mati atas perbuatan atau pelanggaran
ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, Secara normatif pengertian korban dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 4 adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana
kekerasan seksual. Selain itu, Pasal 1 Angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
Pidana dijelaskan bahwa korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya pengertian korban
disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan. Jadi tidak
ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana.
Hal ini tentunya tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya korban kekerasan dalam
rumah tangga, pelanggaran HAM vyang berat, kekerasan seksual, dan sebagainya (Bambang
Waluyo, 2011).

LANDASAN TEORI

Restitusi dalam Declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of
power yang diselenggarakan di Milan diakui sebagai salah satu hak fundamental. Deklarasi ini
menjelaskan bahwa restitusi merupakan penggantian kerugian termasuk pengembalian harta atau
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pembayaran untuk kerugian yang dialami oleh korban, serta pemulihan hak-hak korban yang
dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian kepada korban, keluarga,
atau orang yang bergantung kepada korban (Rena Yulia, 2013).

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian yuridis
normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum dan sumber-sumber kepustakaan serta data
sekunder. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatis karena hanya menelaah
bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri atas abstrak, indeks,
bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU
TPKS) yang menjadi payung hukum baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.
Undang-undang TPKS disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 melalui Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 120. Undang-undang ini merupakan lex specialis terhadap KUHP dan berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku selama ini. Hadirnya undang-undang ini dinilai sebagai dasar
hukum yang sangat memadai dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang di dalam
KUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara umum.

Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak
atas restitusi dan kompensasi. Undang-Undang telah mengatur hak-hak dimaksud, namun belum
mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan untuk mendapatkan hak restitusi dan
kompensasi tersebut. Oleh karena itu, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
Tindak Pidana.

Diantara peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang
Menjadi Karban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada
Saksi dan Karban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ketentuan lebih lanjut mengenai
teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 25 Februari 2022 diterbitkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang diundangkan dalam Berita Negara pada
tanggal 1 Maret 2022.

Terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat penting bagi penegak hukum dan
pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan terhadap
hak-hak korban. Secara yuridis, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual
diatur dalam Pasal 68 sampai 70 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual, yakni korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan
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sampai korban pulih dari penderitaan yang dialami akibat kekerasan seksual.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
mengatur bahwa terhadap korban kekerasan seksual salah satu haknya ialah korban berhak
mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa restitusi
merupakan pembayaran ganti kerugian kepada korban yang diwajibkan kepada pelaku atau pihak
ketiga berdasarkan keputusan pengadilan, sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh
korban atau ahli warisnya, baik itu kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Tidak semua
kerugian yang dialami korban dapat diajukan untuk pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang dapat
dikenakan kepada pelaku melibatkan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti
rugi yang timbul akibat penderitaan yang secara langsung terkait dengan tindak pidana kekerasan
seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti rugi atas kerugian
lain yang dialami korban sebagai dampak negatif dari tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar diketahui bahwa putusan Majelis Hakim
menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf ¢ Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safaruddin Als Wahyu Bin H. Pollen oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana
kurungan selama 2 (dua) bulan. Tidak terdapat adanya pemberian restitusi terhadap korban
kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa.

Diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup No:
357.6/4.4.7-22336/XI/RSUD JSK/2022 tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditanda
tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. H.Anwar Djunaidi, SpF selaku Dokter Spesialis
Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan menyimpulkan bahwa, setelah
dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap saksi An. RUSNI dengan hasil kesimpulan
ditemukan pada seorang wanita dewasa robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda
hubungan badan pasti saat ini (sperma). Ditemukan tes kehamilan positif. Ditemukan perut hamil
dengan adanya detak jantung janin. Tidak ditemukan tanda kekerasan di seluruh tubuhnya.

Berdasarkan dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dan fakta-fakta hukum dalam
persidangan, bahwa dari tahap penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan,
aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa dan Hakim) tidak menerapkan restitusi sebagai hak korban
dari kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan:

1. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan

Pemulihan.

2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.  ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

b.  ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai

akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

C.  penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau

d.  ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.

Padahal diketahui bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan wajib
memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara
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diperiksa dan Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat dilakukan
dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Fakta hukum lainnya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara
tindak pidana kekerasan seksual terkait Majelis Hakim memutus tidak menerapkan restitusi
terhadap korban kekerasan seksual, antara lain:

1. Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN.Ffk

Putusan Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan, dengan maksud untuk
mendapatkan keuntungan yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya“
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjatuhkan
pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

2. Putusan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Lbs

Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan
terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan kesusilaannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf
a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam
dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada penelitian tesis ini, mengkaji mengenai putusan Majelis Hakim dalam
mempertimbangkan dan memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual dimana
terdakwanya telah terbukti bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi tidak
menerapkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Ketiga perkara tersebut di atas, diketahui aparat penegak hukum tidak menerapkan
restitusi sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan:

Faktor internal adalah faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban
pencabulan yang berasal dari sisi hukum atau yuridis

Faktor ekternal merupakan faktor penghambat pemberian restitusi bagi anak korban
kekerasan seksual yang berasal dari luar sisi hukum atau yuridis, melainkan dari sisi pihak
korban tindak pidana. Faktor eksternal terdiri dari hal sebagai berikut:

a.  Kurangnya kesadaran hukum pihak korban

b.  Pihak korban yang masih fokus pada pemidanaan pelaku

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual terhadap korban kekerasan seksual masih belum efektif memberikan perlindungan
bagi korban kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya aturan kuat yang memaksa pelaku
apabila tidak dapat membayarkan restitusi dan harus memenuhi syarat administrasi yang
cukup memberatkan korban kekerasan seksual. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor
52/Pid.Sus/2023/PN.Tar diketahui bahwa korban kekerasan seksual tidak mendapatkan
restitusi akibat aparat penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal
kewajibannya memberitahukan mengenai restitusi kepada korban kekerasan seksual.

2. Penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual pada
Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dan
korban tidak mengajukan restitusi dikarenakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ancaman pidana hanya penjara dan
denda. Akibatnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak korban dalam hal
pemberian restitusi. Selain itu, Pihak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan
atas haknya mendapatkan restitusi yang diatur dalam undang-undang. Pihak korban
kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan
dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa upaya perlu dilakukan untuk
memperhatikan hak asasi manusia bagi buruh berdemo antara lain:

1.  Diharapkan aparat penegak hukum (penyidik, Jaksa dan Hakim) sebagai pelaksana undang-
undang dapat menerapkan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar
dapat tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaan restitusi.

2.  Diharapkan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memonitoring para
penegak hukum dalam melaksanakan restitusi agar korban tindak pidana kekerasan seksual
tidak mengalami double victimization yakni kekerasan seksual serta kerugian materil yang
menimpa atas adanya kekerasan seksual tersebut.
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